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Abstract. This study examines the transformation of zakat law from a purely textualist Sharia approach to its 

institutionalization within the framework of the modern state. The research is motivated by the evolving practice 

of zakat, which is no longer solely based on classical legal texts but is now regulated and managed institutionally 

by the state to ensure effective and equitable distribution. The aim of this study is to analyze the process and 

implications of this paradigm shift in zakat law. The research employs a qualitative method through literature 

review and normative legal analysis of zakat regulations in Indonesia. The main findings indicate that the 

institutionalization of zakat improves accessibility, transparency, and accountability, while also presenting 

challenges in maintaining alignment with core Sharia principles. The implications of this research are significant 

for policymakers and zakat institutions in developing an adaptive and sustainable zakat legal system. 
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Abstrak. Penelitian ini mengkaji transformasi konsep hukum zakat yang mengalami pergeseran dari pendekatan 

tekstualisme syariah murni menuju institusionalisasi dalam kerangka negara modern. Latar belakang penelitian 

didasari oleh dinamika praktik zakat yang tidak hanya berlandaskan pada teks hukum klasik, tetapi juga diatur 

dan diorganisasi secara institusional oleh negara untuk menjamin efektivitas dan keadilan distribusinya. Tujuan 

penelitian adalah menganalisis proses dan implikasi perubahan paradigma hukum zakat tersebut. Metode 

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis yuridis normatif terhadap 

regulasi zakat di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa institusionalisasi zakat memberikan kemudahan 

akses, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus menimbulkan tantangan dalam menjaga kesesuaian dengan 

prinsip-prinsip syariah. Implikasi penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan dan lembaga zakat dalam 

mengembangkan sistem hukum zakat yang adaptif dan berkelanjutan. 

 

Kata kunci: Pelembagaan, Tekstualisme Syariah, Hukum Zakat 

 

1. LATAR BELAKANG 

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang 

memadukan aspek ibadah dan sosial secara integral. Dalam kerangka normatif Islam, zakat 

merupakan rukun ketiga setelah syahadat dan salat, yang menjadikan kedudukannya tidak 

hanya sebagai kewajiban spiritual, melainkan juga sebagai perintah sosial yang mengatur 

distribusi kekayaan secara adil dan berkeadilan. Ajaran tentang zakat telah ditegaskan 

dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, menjadikan zakat 

sebagai bagian dari prinsip dasar dalam pembentukan masyarakat Muslim yang sejahtera. 

Zakat secara substantif berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan, pengentasan 
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kemiskinan, dan sebagai sarana pembersihan harta, yang semuanya berkontribusi dalam 

menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. 

Secara konseptual, hukum zakat pada awalnya bersumber dari ketentuan-ketentuan 

tekstual dalam Al-Qur’an, hadits, dan elaborasi para ulama fikih. Dalam fase ini, hukum 

zakat bersifat normatif, berorientasi pada kesalehan individu dan pengelolaannya dilakukan 

secara mandiri oleh masyarakat atau lembaga keagamaan tradisional. Model ini dikenal 

sebagai pendekatan tekstualisme syariah, yakni memahami dan melaksanakan zakat 

berdasarkan teks-teks keagamaan secara langsung, tanpa keterlibatan negara secara formal. 

Dalam praktiknya, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah personal yang pengelolaannya 

bersifat informal dan tidak terikat sistem kelembagaan negara. Hal ini sejalan dengan 

konteks sosial masyarakat Islam awal yang belum mengenal sistem birokrasi modern. 

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya struktur 

kehidupan masyarakat, konsep hukum zakat mengalami perubahan. Terutama dalam 

konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia, zakat tidak lagi dipandang semata-mata 

sebagai ibadah personal, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki 

potensi besar dalam pembangunan nasional. Hal ini mendorong lahirnya berbagai regulasi 

yang mengatur zakat secara formal, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat dan disusul dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kehadiran 

regulasi ini menandai fase baru dalam dinamika hukum zakat, yaitu institusionalisasi 

negara, di mana zakat masuk ke dalam ranah hukum publik dan menjadi bagian dari sistem 

hukum nasional. 

Transformasi ini tidak hanya mengubah cara pandang terhadap zakat sebagai konsep 

normatif-religius, tetapi juga membawa implikasi terhadap struktur hukum dan tata kelola 

zakat. Negara, dalam hal ini pemerintah, mulai mengambil peran aktif dalam pengelolaan 

zakat melalui pembentukan lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan zakat yang 

lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, zakat tidak lagi sekadar 

merupakan urusan spiritual individu, melainkan menjadi bagian dari kebijakan sosial-

ekonomi yang terintegrasi dalam sistem ketatanegaraan. 

Tinjauan pustaka terhadap sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kajian tentang 

zakat umumnya masih berfokus pada aspek fikih, jenis-jenis zakat, serta teknis pengelolaan 

zakat oleh lembaga-lembaga keagamaan. Sebagian penelitian juga telah membahas sejarah 

perkembangan zakat di Indonesia dari masa kolonial hingga masa reformasi. Sebagai 

contoh, dalam kajian yang dilakukan oleh Fakhruddin (2020), dijelaskan bahwa 
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pengelolaan zakat telah mengalami perubahan signifikan sejak era reformasi, terutama 

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Sementara itu, Sony 

Santoso dan Rinto Agustino (2023) dalam bukunya menekankan pentingnya zakat sebagai 

bagian dari ketahanan nasional dan instrumen pembangunan umat. 

Meski demikian, masih terdapat kesenjangan (gap) dalam kajian hukum zakat yang 

mengulas secara mendalam mengenai transformasi epistemologis dari konsep hukum zakat 

itu sendiri. Perubahan dari pendekatan tekstual-fikih menuju pendekatan legalistik-negara 

belum banyak diangkat secara sistematis dalam literatur hukum Islam maupun hukum 

positif. Transformasi ini memiliki nilai strategis, karena menyangkut perubahan paradigma 

dalam memahami peran negara terhadap ibadah-ibadah sosial seperti zakat. Hal ini penting 

dikaji, terutama dalam konteks relasi antara agama dan negara di Indonesia yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan pluralisme hukum. 

Gap inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Ketika zakat mengalami proses 

institusionalisasi oleh negara, maka secara langsung terjadi transformasi pada tiga level: 

pertama, pada level ontologis, di mana zakat tidak lagi dimaknai secara eksklusif sebagai 

ritual spiritual, tetapi juga sebagai objek hukum publik. Kedua, pada level epistemologis, 

terjadi pergeseran sumber dan cara berpikir dari teks ke sistem hukum modern, yang 

menuntut adanya integrasi antara norma syariah dengan perangkat hukum positif. Ketiga, 

pada level aksiologis, tujuan dari zakat tidak hanya sebatas pada pemenuhan kewajiban 

agama, tetapi juga diarahkan untuk kepentingan pembangunan sosial dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh realitas sosial di mana pengelolaan zakat di 

Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun telah ada regulasi yang 

mengatur, pelaksanaan zakat masih belum optimal. Banyak umat Islam yang belum 

menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi karena alasan kepercayaan, efisiensi, atau 

ketidaktahuan. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai legitimasi negara dalam mengatur 

ibadah seperti zakat yang secara prinsip merupakan urusan pribadi dengan Tuhan. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa transformasi konsep hukum zakat tidak hanya bersifat teoritis, 

tetapi juga menyangkut dinamika praksis yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan 

zakat di lapangan. 

Melalui pendekatan normatif dan historis-kritis, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis proses transformasi konsep hukum zakat dari pendekatan tekstualisme 

syariah ke arah institusionalisasi oleh negara. Penelitian ini akan mengeksplorasi latar 

belakang sejarah, konteks sosial-politik, serta dinamika hukum yang memengaruhi 
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perubahan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah implikasi dari 

transformasi ini terhadap pelaksanaan zakat di Indonesia, baik dari sisi hukum, 

kelembagaan, maupun persepsi masyarakat. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan 

kontribusi dalam memperkuat pemahaman teoretis dan praktis mengenai hubungan antara 

hukum Islam dan sistem hukum nasional, khususnya dalam pengelolaan keuangan 

keagamaan seperti zakat.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan desain studi 

kepustakaan (library research) untuk menganalisis transformasi konsep hukum zakat dari 

pendekatan tekstual syariah ke bentuk institusionalisasi negara. Sumber data dalam 

penelitian ini terdiri dari literatur primer seperti Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih klasik 

dan kontemporer, serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, data 

juga diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku hukum Islam dan publikasi resmi lembaga 

zakat seperti BAZNAS. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis isi 

(content analysis) untuk mengidentifikasi pola pemikiran dan dinamika perubahan konsep 

hukum zakat, serta analisis wacana hukum (legal discourse analysis) untuk memahami 

konstruksi epistemologis dalam regulasi dan kelembagaan zakat di Indonesia. Model 

penelitian ini bersifat eksploratif-reflektif dengan penekanan pada konstruksi hukum dan 

perubahan paradigma, tanpa menggunakan uji statistik, namun tetap memperhatikan 

validitas logis dan kohesi data berdasarkan prinsip triangulasi sumber dan interpretasi kritis 

terhadap dokumen hukum dan literatur relevan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Transformasi konsep hukum zakat tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan, 

tetapi juga mencakup perubahan epistemologis dalam cara pandang terhadap zakat itu 

sendiri. Dalam tahap awal, hukum zakat bersifat privat, tekstual, dan berbasis pada otoritas 

keilmuan ulama. Hal ini terlihat dari pengelolaan zakat secara informal oleh tokoh agama, 

masjid, dan pesantren tanpa keterlibatan negara secara sistemik. Namun seiring 

perkembangan zaman dan kompleksitas kebutuhan sosial-ekonomi umat, terjadi 

pergeseran paradigma di mana zakat mulai dilihat sebagai bagian dari kebijakan sosial yang 

membutuhkan sistem regulatif dan administratif yang lebih mapan. 
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Perubahan tersebut menjadi semakin nyata sejak masa reformasi. Melalui 

pengesahan UU No. 38 Tahun 1999, negara secara resmi mengambil peran dalam 

pengelolaan zakat. Konsekuensinya, zakat tidak lagi hanya merupakan tanggung jawab 

individual, tetapi juga tanggung jawab struktural negara sebagai penyelenggara 

kesejahteraan publik. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa negara wajib 

memfasilitasi lembaga pengelola zakat yang profesional dan akuntabel, seperti BAZNAS 

dan LAZ. Hal ini menandai pergeseran konsep zakat dari ibadah mahdhah semata menjadi 

bagian dari instrumen hukum publik. 

Bukti konkret transformasi tersebut juga terlihat pada ketentuan baru dalam 

perundang-undangan zakat yang tidak dikenal pada masa klasik. Misalnya, Pasal 1 angka 

2 UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa zakat juga dikenakan pada penghasilan dan 

jasa, yang dalam fikih klasik belum dikodifikasi sebagai objek zakat yang baku. Kehadiran 

zakat profesi ini merupakan bentuk aktualisasi zakat dalam merespons dinamika ekonomi 

kontemporer. Ini menunjukkan bahwa hukum zakat telah berevolusi dari teks statis menjadi 

regulasi dinamis dalam kerangka negara hukum. 

Jika dianalisis lebih dalam, proses transformasi ini memiliki korespondensi dengan 

teori legal transformation yang menyatakan bahwa hukum bergerak karena kebutuhan 

masyarakat berubah. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan untuk memberdayakan potensi 

zakat sebagai instrumen pembangunan sosial telah mendorong integrasi zakat dalam sistem 

hukum nasional. Berdasarkan data BAZNAS tahun 2022, potensi zakat nasional mencapai 

lebih dari 300 triliun rupiah, namun realisasi pengumpulan masih berada pada angka sekitar 

5-6% saja. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat serta 

kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat. 

Untuk menjelaskan lebih lanjut hubungan antara transformasi hukum zakat dan 

respons masyarakat terhadap institusionalisasi, berikut ditampilkan dalam Tabel 1 

gambaran umum evolusi konsep zakat: 

Tabel 1. gambaran umum evolusi konsep zakat 

Aspek Fikih Klasik (Tekstualisme 

Syariah) 

Hukum Positif 

(Institusionalisasi Negara) 

Otoritas 

Hukum 

Ulama dan masyarakat lokal Negara melalui UU dan lembaga 

resmi 

Objek Zakat Emas, perak, hasil bumi, ternak Ditambah: penghasilan, jasa 

(zakat profesi) 

Pendekatan Normatif-teologis Administratif-hukum publik 

Sistem 

Pengelolaan 

Informal, berbasis komunitas Formal, melalui BAZNAS dan 

LAZ 
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Akuntabilitas Individual kepada Allah Laporan publik, audit, dan 

pengawasan pemerintah 

Prinsip 

Distribusi 

Berdasarkan dalil agama (ashnaf) Berdasarkan prinsip maslahat dan 

regulasi 

Transformasi ini menimbulkan implikasi teoritis yang cukup signifikan. Di satu sisi, 

pendekatan hukum Islam klasik memberikan legitimasi moral dan spiritual terhadap zakat 

sebagai kewajiban yang melekat pada kesalehan pribadi. Namun di sisi lain, pendekatan 

hukum negara menuntut adanya sistem pelaporan, transparansi, dan pertanggungjawaban 

administratif yang sering kali tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat awam. 

Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan resistensi terhadap sistem kelembagaan 

resmi, yang menjadi tantangan utama dalam optimalisasi zakat nasional. 

Kendati demikian, hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa integrasi antara 

fikih dan sistem hukum negara bukanlah bentuk dekonstruksi terhadap nilai-nilai syariah, 

melainkan sebagai upaya untuk kontekstualisasi hukum zakat dalam negara modern. Hal 

ini sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi yang menekankan bahwa zakat harus terus 

berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa menghilangkan esensi syariahnya. Dalam 

kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, institusionalisasi zakat mendukung realisasi maslahat, baik 

dari sisi distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, maupun stabilitas sosial. 

Selain itu, data historis yang dihimpun dalam makalah menunjukkan bahwa 

kecenderungan negara untuk mengintervensi zakat telah dimulai sejak masa kolonial, 

meskipun dengan pendekatan yang lebih bersifat menghambat. Snouck Hurgronje, 

misalnya, mendorong agar zakat dijadikan sumbangan sukarela dan tidak diatur secara 

ketat oleh pejabat pribumi demi menghindari pemanfaatan politik dan pemaksaan. 

Pandangan ini dilanjutkan hingga masa kemerdekaan, yang masih melihat zakat sebagai 

urusan pribadi dan keagamaan. Baru pada era reformasi, negara mulai melihat zakat 

sebagai aset ekonomi yang memiliki dimensi pembangunan dan membutuhkan sistem 

kelembagaan yang kuat. 

Menarik untuk dibandingkan dengan temuan Santoso dan Agustino (2023) yang 

menyatakan bahwa zakat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Penelitian ini 

mengonfirmasi hal tersebut, tetapi dengan penambahan bahwa ketahanan tersebut tidak 

hanya dalam aspek ekonomi umat, tetapi juga dalam stabilitas hukum dan legitimasi 

pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial-keagamaan. Adapun penelitian Nasution 

(2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang ideal adalah gabungan antara peran 

negara dan masyarakat sipil, juga relevan dalam pembahasan ini. Dalam praktiknya, 
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keberadaan LAZ sebagai mitra non-pemerintah BAZNAS memperlihatkan pentingnya 

sinergi antara dua entitas tersebut. 

Dari sisi implikasi terapan, hasil penelitian ini menyarankan adanya penguatan sistem 

edukasi hukum zakat di tengah masyarakat. Banyaknya masyarakat yang belum memahami 

bahwa zakat profesi memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang menunjukkan 

lemahnya penyebarluasan informasi regulatif. Selain itu, lembaga pengelola zakat perlu 

meningkatkan transparansi keuangan dan program pemberdayaan berbasis data agar publik 

lebih percaya dan aktif menyalurkan zakat melalui saluran resmi. 

Implikasi teoritisnya adalah kebutuhan untuk memperkaya pendekatan hukum Islam 

dengan metodologi interdisipliner, yakni menggabungkan fikih, hukum tata negara, dan 

sosiologi hukum. Transformasi konsep hukum zakat menunjukkan bahwa tidak cukup bagi 

hukum Islam untuk bersandar pada warisan klasik semata, melainkan harus membuka diri 

terhadap sistem hukum positif dan kebutuhan sosial umat kontemporer. Hal ini tentu 

menuntut rekontekstualisasi hukum zakat dalam kurikulum pendidikan syariah dan hukum, 

serta dialog intensif antara ulama dan akademisi hukum negara. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi hukum zakat dari 

pendekatan tekstual ke institusionalisasi negara bukanlah bentuk pemisahan antara agama 

dan negara, melainkan bentuk penyatuan fungsi spiritual dan administratif zakat agar dapat 

memberikan manfaat lebih luas. Ketika negara hadir sebagai fasilitator dan pengatur, zakat 

dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi keadilan sosialnya. Namun demikian, negara 

tidak boleh menghilangkan dimensi sakral dan kesukarelaan dalam zakat, karena keduanya 

adalah esensi spiritual yang tidak dapat digantikan oleh regulasi formal semata. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi konsep hukum 

zakat dari pendekatan tekstual syariah menuju institusionalisasi negara mencerminkan 

pergeseran paradigma yang tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mencakup 

dimensi epistemologis dan normatif. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan sosial-

ekonomi masyarakat dan urgensi negara untuk mengintegrasikan zakat dalam sistem 

hukum nasional sebagai instrumen pembangunan dan keadilan sosial. Konsep zakat yang 

semula bersifat privat dan individual kini telah memasuki wilayah hukum publik melalui 

regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011, dengan konsekuensi hadirnya lembaga negara seperti BAZNAS 

sebagai entitas pengelola yang sah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun 
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transformasi ini memiliki potensi besar dalam penguatan tata kelola zakat, tantangan tetap 

muncul terutama dalam aspek sosialisasi hukum, pemahaman masyarakat terhadap zakat 

profesi, serta integrasi nilai-nilai fikih ke dalam sistem kelembagaan negara. Oleh karena 

itu, diperlukan strategi edukasi hukum zakat yang komprehensif dan penguatan kapasitas 

lembaga pengelola zakat agar mampu menjembatani aspek spiritual dan administratif zakat 

secara seimbang. Penelitian ini juga menyadari adanya keterbatasan karena tidak 

menggunakan data lapangan atau wawancara langsung, sehingga hasil yang disampaikan 

lebih bersifat konseptual dan normatif.  
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